
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara pada bab sebelumnya, maka dapat 

diperoleh kesimpulan penelitian  sebagai berikut: 

A. Terdapat dinamika dari praktik kawin tangkap yang merupakan bagian dari hukum adat 

di Sumba dimana dapat dilihat dari adanya kelonggaran dalam pemenuhan tata cara 

pelaksanaan dan juga pemenuhan syarat-syarat subtansial dalam pelaksanaan 

perkawinan adat kawin tangkap. Dinamika dari kawin tangkap ada yang mengarah ke 

arah positif  dan juga ke arah negatif. Untuk dinamika kawin tangkap yang mengarah 

ke arah positif terlihat dari banyaknya masyarakat yang menjadikan kawin tangkap 

sebagai sebuah solusi untuk permasalahan sosial yang ada di lingkungan mereka seperti 

melakukan kawin tangkap untuk menyelamatkan hidup dan nama baik. Sedangkan 

dinamika praktik kawin tangkap yang mengarah ke arah negatif disebut penyimpangan, 

dimana di dalam praktiknya adalah dengan memasukan unsur kekerasan serta 

pelecehan seksual ke dalam perkawinan adat kawin tangkap. Penyimpangan dari kawin 

tangkap ini mencoret nilai luhur adat yang sudah dibangun dan dipertahankan oleh 

nenek moyang masyarakat Sumba. 

B.  Terdapat peran hukum adat sumba dalam menghadapi perkembangan praktik kawin 

tangkap di sumba guna mendukung keberlakuan hukum perkawinan nasional tertuang 

di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan 

mengenai sahnya sebuah perkawinan dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

sesuai ketentuan dari agama dan kepercayaannya. Bagi masyarakat adat, perkawinan 

adat kawin tangkap, kawin tangkap dapat tetatp diberlakukan namun dalam 



pelaksaaannya tidak menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. 

Terdapat tata cara pelaksanaan dan juga syarat-syarat subtansial yang harus dipatuhi 

serta dipenuhi agar perkawinan adat tersebut sah dan setelah perkawinan tersebut 

dianggap sah dalam Hukum Adat, baru kemudian diangap sah menurut ketentuan Pasal 

2 Ayat 1. Hal ini menunjukkan peran Hukum adat dalam  mendukung keberlakukan 

Hukum Nasional. Selain itu di dalam praktik, kesadaran hukum adat masyarakat Sumba 

mengarah kepada hukum adat, hal itu dilihat dari fakta bahwa masyarakat jauh lebih 

mengetahui serta memahami hukum adat dari pada hukum nasional. Hukum adat jauh 

lebih banyak digunakan oleh masyarakat Sumba dalam menyelesaikan persoalan kawin 

tangkap ini antar kabisu dengan cara musyawarah sampai dengan penerapan sanksi 

adat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat lebih condong 

ke hukum adat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Disarankan bagi Lembaga Eksekutif untuk dapat membuat Peraturan 

Pemerintah yang baru untuk melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dimana di dalamnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

kepercayaan secara jelas sehingga menguatkan posisi kepercayaan setara 

dengan agama. 

2. Disarankan kepada Aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat 

melakukan sosialisasi yang berkoordinasi dengan komunitas-komunitas 

perlindungan perempuan di Sumba terkait penanganaan kasus kawin tangkap 



dari sisi hukum nasional dengan cara membuat spanduk edukasi dan juga 

membuat seminar hukum agar dapat menumbuhkan kesadaran. 

3. Disarankan kepada para tokoh adat Sumba untuk mengadakan sosialisasi 

kepada masyarakat Sumba mengenai Hukum Adat yang benar sesuai dengan 

ajaran nenek moyang Sumba agar tidak adanya kesalahan dalam penerapan 

kawin tangkap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab agar dinamika kawin 

tangkap ini tidak menjurus kepada hal yang negatif seperti pelecehan dan 

kekerasan terhadap perempuan. 

4. Disarankan kepada masyarakat adat Sumba, NTT untuk dapat membantu proses 

edukasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat Sumba terkait hukum adat dan 

budaya kawin tangkap dengan cara membuat seminar edukasi di ruang lingkup 

kabisu sampai ruang lingkup yang lebih luas. 

5. Disarankan kepada masyarakat adat melalui tokoh-tokoh adat Sumba untuk 

dapat membuat ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan adat dibuat secara 

tertulis agar menjadi jelas dan mengikat  sehingga dapat membantu keberlakuan 

hukum perkawinan nasional. 

6. Disarankan kepada peneliti yang meneliti tentang peran Hukum Adat dalam 

menghadapi dinamika budaya kawin tangkap dalam masyarakat Sumba, NTT 

untuk dapat melakukan penelitian lanjutan terkait peran Hukum Adat dalam 

menghadapi dinamika budaya kawin tangkap dalam masyarakat Sumba, NTT 

agar adanya pemahaman lebih mendalam terkait peran Hukum Adat dalam 

menghadapi dinamika budaya kawin tangkap dalam masyarakat Sumba, NTT. 
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